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PUTUSAN

Nomor 253/B/2017/PT.TUN.JKT.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan
memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di
gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya

Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut d%;am
AN

SN

perkara antara :

%

1. IWAN STEFEN ELKANA, Kewarganegaraan Indone%?‘l‘;é;?‘ﬁekerjaan

RV )
Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalar&M@ﬁ’gga Besar Raya

Nomor 109, RT.015/RW.001, Keldr ?@am Tangkl Kecamatan

%%%@
Taman Sari, Jakarta Barat {Qggifljutnya disebut Penggugat
s& *@ ‘%%
); ‘“x\

2. LIAUW KWONG FOE, Kewa;gﬁgegaraan Indonesia, Pekerjaan lainnya
(wwaswastaQ temjbat tinggal Jalan Gading Kirana Barat VI,

V- k %
Blok %é%mor 2, RT.014/RW.008, Kelurahan Kelapa

Gaﬁ:@g‘

\{&{@Ianjutnya disebut Penggugat Il);

Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara

3. RUTI—?%L‘;}(ANA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
GoaXt
&%m%§
%&\*
AN AV
AN

Tangga, tempat tinggal Jalan Mangga Besar Raya Nomor:
109, RT.015/RW.001, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman
Sari, Jakarta Barat (Selanjutnya disebut Penggugat Ill); ------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember

2016, memberikan kuasa kepada:

1. Ambar Dwi Astini, S.H., M.H.;

2. Adi Faridman Mansyur, S.H.;

3. Syafarudin, S.H.;
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Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat & Pengacara, beralamat kantor di Jalan | Gusti

Ngurah Rai, Nomor: 26 A, Bulak Timur, Klender, Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/PARA

PEMBANDING;

MELAWAN
AN
1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRA$M°AK3&RTA
XY
BARAT, Berkedudukan di Komplek Permﬁ’@%ﬁ Permata

Ry
Buana, Jalan Kembangan Utamavigléiﬁwbangan Utara,

AT \N
Kembangan, Jakarta Barat, %b%gdmrkan Surat Kuasa
"\\Y4

Khusus Nomor: 199/14-331@%5?017, tanggal 12 Januari
N

2017, memberikan kg@ga%é“phda:
"\~

. . Ty . .
1. Kanti Wilujehg,“S.H., M.Si., Jabatan Kepala Seksi
£ N\

Sengk;efa\@oﬁﬂik dan Perkara;

*”’\%\\
2. BudiHarsono, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
AN
« Pertanahan;

%ﬁxg%
.QEE%Muhamad Gazali, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi
% KX;\

Sengketa dan Konflik Pertanahan;

;»"" 4. Rizka Zamzami, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan; ----
5. Rustanto, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan; -------------

6. Mohammad Idris Salim, Staf Sub Seksi Sengketa dan

Konflik Pertanahan;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota

Administrasi Jakarta Barat, berkedudukan di Komplek
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Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utama,

Jakarta Barat;
Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/

TERBANDING,;

2. NOVIANTI WIDJAJA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di Mangga Dua Agung

Sedayu, Blok C/15, Rt. 001/Rw. 011, Kelurahan Mangga
‘;Q’ \s
Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, F{Q;@?nédya
% N,

.

N\
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat FQ%&#& Khusus
N\‘-,\v%
No0.028/YAR.P/SK/11/2017, tanggalv‘;%%f%:?ebruari 2017,
AN
memberikan kuasa kepada:W@lggrfes Atanasius Ruma,

N\
S.H., Kewarganegaraanx\%ﬁﬁésia, Pekerjaan Advokat

pada kantor Advo@j:sgzébnsultan Hukum Y.A. RUMA
PARTNERS, /mr%éf%at kantor di Ruko Taman
Borobuqku&:ﬁl;‘l?) B-12, Jalan Rorojongrang Raya,
Perqrﬁ%gzﬁlr, Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang,

S

Banten.
NN
N . . |
&xwumuk selanjutnya, disebut sebagai TERGUGAT i
g, ', Ny ?
[N\
AN INTERVENSI/TERBANDING;
f{?f‘f %engadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
O g
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
253/B/2017/PT.TUN-JKT. tanggal 11 September 2017 Tentang Penunjuk-

an Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat

banding;
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2. Penunjukan PIt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor 253/B/2017/PT.TUN-JKT 11 September 2017 tentang Penunjukan

Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

310/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017;

4. Berkas perkara Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT yang dimohonkan banding

dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; ----------------

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mg@énal duduk
sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadllansﬂé% TJsaha Negara

ad>
Jakarta Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT tanggal l&gwﬁZOl? yang amarnya

berbunyi sebagai berikut : 4 ‘,%” -
'Y *@‘;\ﬂ
MENG &@D;mi%l
P
DALAM PENUNDAAN :
rF @ Ay NS

- Menolak permohonan PA@%nggugat tentang penundaan pelaksanaan

Ty

lebih lanjut keputg‘%n’%rgugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor:
% x;

OOOSZ/Tangkt,%aanal 13 Mei 2016, Surat Ukur Nomor: 00028/2015, Luas

937 m2{té§ﬂe\§? di Jalan Mangga Besar Raya Nomor: 109, RT.015, RW.

001{ I§er§han Tangki, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta
LN
Qfggf;af@ atas nama Novianti Widjaja;

DALAM EKSESPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentang

Kewenangan Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
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2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang

timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.452.500,- (Empat ratus lima

puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada tanggal 13 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat Il
Intervensi/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Para Pem-

banding, dan Tergugat maupun kuasanya/Terbanding;

A x‘ﬁm

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut telah Q@eﬂiﬁahukan
&% W

kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan pm@@ﬁ yaitu Para
Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Pemb@‘dB\:}éf’ dengan Surat

Pemberitahuan Amar Putusan Nomor W2- TUN%J;Y%Q%?HK 06/VI/2017. pada
N4
‘%% 3

tanggal 14 Juni 2017; -
B *@\;%

PRANAY
Bahwa terhadap putusan te?«%but Para Penggugat/Para Pem-

banding mengajukan permohonargbandmg di Kepaniteraan Pengadilan Tata

f’ Q’*x »
Usaha Negara Jakarta seba’gglmana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor
& ‘\»%
310/G/2016/PTUN- JK'[\ tangaI 22 Juni 2017 dan permohonan banding
% i\\

tersebut telah di‘bgi‘tahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pem-

beritahuan é?m?a?%an Banding tanggal 3 Juli 2017;

%xug

‘Bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Para
&%m%§

Per;ggygatlpara Pembanding tidak mengajukan memori banding; ---------------

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang
bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-
masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas

Perkara tanggal 18 Juli 2017;
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juni 2017
dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat Il Intervensi/Terbanding, tanpa di hadiri

oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat atau kuasanya/

Terbanding;
vwg wa
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Par@@Penggugat
@

Ny

/Para Pembanding mengajukan permohonan banding d{}épanlteraan

%\» B
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tagn%%a‘f 22 juni 2017

sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding- Nemm 310/G/2016/PTUN-

% 2 x ¢
JKT. tanggal 22 Juni 2017 dan permplqé{;an - banding tersebut telah
O
diberitahukan kepada lawan dengan‘Surat Pemberitahuan Permohonan
NN
Banding tanggal 3 Juli 2017; j’“fg -
F 4 | {’“‘\’, 3
Menimbang, bahm?a% ‘berdasarkan hukum permohonan banding
NG

harus diajukan dalam g\?&kﬂ]\ﬁl (empat belas) hari setelah putusan diucapkan

4%“‘%4”%‘“

(vide Pasal 123 L’S»ndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usah% NEg‘éca)
AN
( J{\{geni‘fnbang, bahwa karena Para Penggugat/Para Pembanding
\%{w % gl
ketffj(g gé“mbacaan putusan yang dimohonkan banding tidak hadir, selanjutnya

diniitahukan amar putusan itu pada tanggal 14 Juni 2017;
Kemudian tenggang waktu 14 (empat belas) hari seperti yang ditentukan
dalan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, akan mulai penghitungannya dari tanggal 14 Juni 2017
sampai dengan tanggal 22 juni 2017 (pengajuan permohonan banding),
maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu

empat belas hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 Undang-Undang
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Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga

permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding secara formal

dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT

tanggal 13 Juni 2017 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan
A NI
banding a quo, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat m%nm@barkan

A
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310@[2@%/PTUN—

JKT tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding te@g@ﬁ ‘maka Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Neg@&ﬂ%karta menyatakan

%%’\,@
sependapat dengan pertimbangan hukumkc%g@ﬁtusan Pengadilan Tata

e, &\
Usaha Negara Jakarta tersebut, yang %paqgi intinya atas hak gugatan dari

Ny

Para Penggugat/Para Pembandwg&r%ahyatakan sebagai ahli waris dari
X

orang tua yang meninggalkaﬁ%fﬁfﬁdh dan bangunan diatas tanah Negara

,ﬁ« k Y
yang dikuasainya adalah ’waﬁg terlebih dahulu memerlukan pembuktian

perdata untuk mene&fﬁk&n kebenarannya
P

"Rt -
Menu@mﬂg bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di

LR \\4
atas m,a.l?axp@rtlmbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
ReVe

J@@@;ﬁ%?’m%mor 310/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017 diambil alih
N A

olel Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan
hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT

tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017 yang

dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang
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Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada
pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Para Pengguga/Para Pembanding
dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada kedua

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan

sebagaimana tertuang dalam amar putusan ;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Te\tang

F @Y.
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19%621éntang
%} @,%
Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan- ketentuml ~lain yang

berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;

NS
L
v

MENGADILI ;. "
%

& f’é mg

- Menerima permohonan banding dari Para?’%@gugat/Para Pembanding;

e xfs;“
- Menguatkan Putusan Pengadilan J‘a;;a%Usaha Negara Jakarta Nomor

T
310/G/2016/PTUN-JKT tanggafq,ﬁgjum 2017 yang dimohonkan banding

FaY N

tersebut ; o AW
N
- Menghukum Para EEngngat/Para Pembanding untuk membayar biaya
& %‘%‘ :.

perkara dalam%ke‘@ua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding

dltetapk%@%%esar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -------

AN 4
P AN N4
.Denikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis

NN

I-Fé;éiﬁ];?engadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa,
tang;;al 7 Nopember 2017 oleh kami H. SUGIYA, S.H.,M.H. sebagai Ketua
Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,MH dan H. SYAMSIR ALAM, S.H.MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu

oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,M.Kn. sebagai Panitera Pengganti pada
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Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para

pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA | KETUA MAJELIS

ttd ttd

AN
T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,MH H. SUGIYA,S%: ) :kf‘
%3% @W

HAKIM ANGGOTA I

ttd %* '

N
H. SYAMSIR ALAM, S.H.,MH @%§§§
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan ....................... : Rp. 32.000.-
2 AT K e : Rp. 45.000,-
3. RedakSi ..ot : Rp. 5.000,-
2. Materal ......cocoeie i : Rp. 6.000.-

4. Biaya proses banding ..........ccccccoeeeenne : Rp. 162.000,-

Jumlah ... : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

UNTUK SAL
PENGADILAN TINGGT‘%&'FA USAHA NEGARA JAKARTA

"'RL “PANITERA,
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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putusan.mahkamahagung.go.id
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 11
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



